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QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan

Umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan

perubahan APBK Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perubahan APBK tahun anggaran

2012 perlu ditetapkan dengan qanun,

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1 0e2);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1994

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi

Daerah lstimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang,..,
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republtk lndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 1'19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139);

'17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4712);

'18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor '171,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5340);

.19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 20'10

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

1'10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5155);

2'1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah....
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22. Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan lUinimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineria

lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada lvlasyarakat (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 22, fambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5104);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinlaman Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5219);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5272);

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan lVenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan lVenteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 201 I Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 fahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 1);

33. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Darr Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20'11 Nomor 450);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201'l tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 694);

35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor 6,

tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

36. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun An ggaran 2012;

Dengan....
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l\.4enetapkan

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 semula

berjumlah Rp.1.'109.041.618.477,00 bertambah sejumlah Rp.166.474,787.321,53 sehingga

menjadi Rp 1.275.516.405.798,53 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

2. Belanja
a, Semula
b. Bertambah/(berkurang)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 1.102.642.618.47 7,00
Rp 142.340.242.271.00

Rp 1.109.041.618.477,00
Rp 166.474.787 .321,53

Rp. 1.244382320.7 48,00

Rp. 1.275.516,405.798,53
Rp. (30.s33.585,050,s3)

Rp 41.47s.528.126 53

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/(Defi sit) setelah Perubahan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran

Rp.

Rp.

6.399.000.000,00
35.076.528.126.53

1

2

Semula
Bertambah/(berkurang)

0,00
10.941 .943.076,00

Rp

Rp

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

R 10 1 .943.076 00

Rp

Rp

30,533.585.050,53

0,00Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp 62.523.383.254,00
2) Bertambah/(berkurang) R 26.660.140

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 89.183.524.199,00

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

1) Semula
2) Be(ambah/(berkurang)

Rp 1.012.205.657.000,00
Rp 43.154 243.00!-!8

Rp 27.913.578.223,00
Rp 72.525.818.326,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. '1 055.359 900.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 100.439.396.549,00

(2) Pendapatan

Pasal 1
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatanl

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp 15,866.348.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.000.000.000,00)

Jumlah pendapatan palak daerah setelah perubahan Rp. 13.866.348.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula

2) Bertambahi(berkurang)

Rp 7.013,572.800,00
Rp 43.231 .638.200,00

C

c

Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp 50.24s.21 1.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 12.638.795.000,00

2) Bertambah/(berkurang) 1.7 00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.870.000.000,00

R

d. Zakat
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 3.644,506.000,00
1 .721 .363.533,00Rp

Rp 585 406.402.000,00

Rp 0,00

Rp 28.543.240.000,00
Rp

Jumlah zakat setelah perubahan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp 23.360.161.454,00

Rp. 5.365,869.533,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.524.065.788,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 8.836.095.666,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 398.256.015.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.154 243 000 00

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

setelah perubahan Rp. 441.410.258.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Dana Alokasi Khusus

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 585.406.402.000,00

000

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 28.543 240 000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp 673.498.477 ,00
2) Bertambah/(berkurang) 94 00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 646,947.883,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1

2 Bertambah/(berkurang)
Rp 17.240.079.746,00
Rp (525.599.000,00)

Semula

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 16.7'14.480.746,00

2

c. Dana Penyesuaian
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c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
Semula Rp 0,00
Bertambah/(berkurang) Rp 80.428.694.000.00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung
Rp 693.060.560.300,00

d. Bantuan Keuangan dari Prov
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

insi atau Pemerintah Daerah lainnya
Rp 10.000.000.000,00

0.726.080 00

R 85.690.160.

Rp. 80.428.694.000,00

2.649.273.920,00

Rp. 6.500.000.000,00

50.224.248.050,00

96. 47 184 53

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 789.920.030.484,53

Rp 415.981.058.177,00
Rp 69 615.317.137,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 485.596.375.314,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja:
a. Belanja pegawai

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setel

b. Belanja Subsidi

Rp 575.812,472.490,00

ah perubahan Rp. 661 .502 633.167,00

1 ) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

c

1

2

1

2

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Semula
Bertambah/(berkurang)

Rp 30.349.906.298,00
25.352.

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 55.702J32.328p0

d. Belanla Bantuan Sosial
Semula Rp 10.776.730.000,00
Bertambah/(berkurang) 2.996.982.88

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. '13.773.712.886,00

e Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp 50.170.248.050,00
RP 54.000.000.00

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/

kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai

politik setelah perubahan RP

e. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp 19.451.203.462,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (17.233.899.408,47)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.217.304.053,53

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dariienis belanja:

a. Belanja Pegawai
Semula Rp 77.862.'116.000,00

Bertambah/(berkurang) Rp 2.154.
Rp. 80.016.168.000,00

b. Belanja Barang....

1

2
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

052.000.00

3)
4)

Rp 6.500.000.000,00
Rp ,00
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c

b. Belanja Barang dan Jasa
'1 ) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp 205.356.870.102,00
Ro 52.980.668.065,00

R 14.480.597.07

Rp 0,00
R 10.941 .943.07

Rp 6.399.000.000,00
3.411.873.47\

Jumlah belanja barang dan lasa setelah perubahan Rp. 258.337 538.167,00

Belanja l\/odal

)Semula
) Berlambah/(berkurang)

Rp 132.762.072.075,00

umlah belanja modal setelah perubahan Rp. 147.242.669.147,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan
Semula Rp 6.399.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Ro 35.076.528.126,53

1

2

J

1

2
J

b. Pengeluaran
'1 ) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

umlah penerimaan setelah perubahan Rp. 41.475.528.126,53

Rp. 10.941.943.076,00Jumlah pengeluaran setelah perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufaterdiri darijenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

1

2

Semu a

Bertambah/(berkurang) Rp $2

b

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (S|LPA) setelah perubahan Rp. 5.475.528I26j3

Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp 0,00

Ro 36.000.000.000,00
an daerah setelah perubahan Rp. 36.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dariienis pembiayaan:

a. Pembayaran Utang Pada Pihak Ketiga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) RD 10.94 1.943 076 00

Jumlah pembayaran utang pada

pihak ketiga setelah perubahan Rp 10.941.943.076,00

Pasal 5

1. Lampiran I

2. Lampiran ll

3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5. Lampiran V

6. Lampiran Vl
7. Lampiran VII

8. Lampiran Vlll
9. Lampiran lX

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pinlam

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanla Kabupaten Aceh Utara sebagaimana
dimaksud dalani Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dan:

Ringkasan Perubahan APBK;

Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemenntah Daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah;
Daftar Utang Pada Pihak Ketiga;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal. 6
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Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerlntah daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan
darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat;

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat
menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi
dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
padatanggal 30 Oktober 2012 M

'14 Dzulhijjah 1433 H

UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Agar setiap
penempatan
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pada tanggal 30 Oktober 2012 M
'14 Dzulhijjah 1433 H
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